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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Korupsi masih menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia. 

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati 

posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 

dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, 

begitu pun sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia 

menempati urutan ke-96 dengan nilai 37. Peningkatan 1 (satu) poin dalam IPK 

tidak menjadikan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi maksimal 

meskipun dari segi posisi meningkat. Transparency International Indonesia 

mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 berada di 

skor 37. Turun sebanyak tiga poin dari tahun sebelumnya. Indonesia berada di 

peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan.  

Corruption Perception Index Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada 

skor 37 dengan rangking 102 dan skor ini turun tiga poin dari tahun 2019 lalu. 

Organisasi internasional tersebut bertujuan memerangi korupsi politik itu memang 

rutin mengeluarkan skor IPK setiap tahunnya. Skor berdasarkan indikator 0 

(sangat korup) hingga 100 yang berarti (sangat bersih). Di level ASEAN, 

Indonesia berada di peringkat lima. Berada di bawah Singapura yang memperoleh 

skor IPK 85, Brunei Darussalam (60), Malaysia (51) dan Timor Leste (40). 
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Turunnya angka IPK tersebut juga membuat posisi Indonesia melorot menjadi 

peringkat 102 dari 180 negara yang dinilai IPK-nya. Sebelumnya, Indonesia 

berada di posisi 85. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak 

hukum dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi (Marnoch, Topping dan 

Boyd, 2014).  

Pada penegakan hukum tindak pidana korupsi tugas polisi yakni sebagai 

penyidik sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan penyidik 

adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil 

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan. Kemudian dipertegas dalam No. 2 tahun 2002 POLRI pada pasal 14 

ayat 1 huruf g bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, POLRI bertugas 

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.   

Tindak pidana korupsi mendapat perhatian lebih dari kepolisian sehingga 

dibentuk sebuah unit khusus untuk menangani kasus korupsi di setiap daerah 

yakni Unit Tindak Pidana Korupsi. Unit Tindak Pidana Korupsi sendiri berada di 

bawah koordinasi Kepolisian Daerah Jawa Timur yang merupakan unsur 

pelaksana tugas pokok dalam setiap Kepolisian Daerah. Unit Tindak Pidana 

Korupsi dibentuk khusus untuk menangani berbagai kasus korupsi yang terjadi 

dalam wilayah hukum kepolisian resort yang bersangkutan.  

Pada era keterbukaan saat ini, Jensen dan Hapal (2018) mengatakan bahwa 

publikasi tentang korupsi semakin mendapat ruang pemberitaan baik melalui 
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media elektronik, surat kabar bahkan melalui pemberitaan di internet (cyber news) 

hal ini sesungguhnya sangat menguntungkan bagi masyarakat karena dapat secara 

langsung melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus korupsi. Untuk 

melakukan itu semua harus dilakukan sebuah trik dan rencana yang tersistematis 

dan disinergikan dengan baik dengan segala lini untuk keberhasilan 

pengungkapan suatu kasus sebagai bagian dari kerja keras seorang penyidik 

Kepolisian yang memiliki kompetensi khususnya bidang tindak pidana korupsi 

harus betul-betul memiliki sebuah strategi yang matang dan sistematis dengan 

mengandalkan segala pengalaman dan sumber daya yang dimilikinya (Kustiana 

dan Noor, 2014).  

Berhasil tidaknya penanganan korupsi sangatlah tergantung pada 

komitmen dan kemauan politik (political will) segenap aparat penegak hukum 

yang bertanggungjawab menanganinya terutama Sub-Direktorat Tindak Pidana 

Korupsi di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Dalam hal ini terdapat beberapa 

penjelasan data kasus tunggakan yang masih ditangani oleh Sub-Direktorat 

Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Jawa Timur dapat di deskripsikan 

dalam tabel 1.1 sebagai berikut: 













2008 hingga 2019 telah mengalami peningkatan kasus karupsi yang terjadi di 

Jawa Timur dan saat ini dalam proses penyelesaian sehingga data kasus tunggakan 

yang masih ditangani Sub-Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Direktorat 

Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur berjumlah 11 kasus 

kurang bisa diselesaikan secara optimal dikarenakan salah satunya adalah faktor 

kompetensi yang dimiliki oleh Penyidik dari Sub-Direktorat III Tindak Pidana 

Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur yang 

dinilai masih kurang dan bisa mempengaruhi rendahnya profesionalisme dan 

kinerja dalam menjalankan tugas-tugas.

Tugas-tugas Penyidik secara profesional menuntut adanya kemampuan 

dan keahlian khusus dari para anggotanya yaitu pengetahuan dan keahlian yang 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan secara konseptual dan teoritikal untuk 

menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah sosial maupun isu-isu 

penting yang terjadi dalam masyarakat, serta para anggotanya juga dituntut untuk 

perofesional dalam melaksanakan tugasnya terutama untuk mengidentifikasi 

kasus-kasus kriminal yang terjadi dan membutuhkan per

tubuh POLRI. Perubahan lingkungan organisasi di Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang semakin kompleks dan kompetitif guna menuntut setiap organisasi 

untuk bersikap lebih responsif agar sanggup bertahan dan terus berkembang

(Raharjo dan Angkasa, 2011). Banyak kasus korupsi tersebut telah terungkap 

namun ada pula yang sulit terungkap karena keterbatasan sumber daya dan alat 

bukti yang susah untuk di gali.

9

Melihat tabel 1.1 tersebut dijelaskan bahwa dari tahun ketahun yakni tahun 
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Fenomena kasus tentang soft competency di Kepolisian Negara Republik 

Indonesia terutama dalam manajemen penyidikan kasus tindak pidana korupsi 

yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur menjadi sebuah masalah 

menarik dan berpengaruh besar dalam kehidupan politik dan bernegara. Dalam 

tindak pidana korupsi, kompetensi kepemimpinan berpengaruh kuat terhadap jalan 

keberhasilan pada Sub-Direktorat Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Jawa 

Timur. Peran kepemimpinan sangat strategis dan penting dalam sebuah organisasi 

sebagai salah satu penentu keberhasilan dalam pencapaian misi, visi dan tujuan 

suatu organisasi (Abdurahman, 2019).  

Tantangan dalam mengembangkan strategi organisasi yang jelas terutama 

terletak pada organisasi di satu sisi dan tergantung pada kepemimpinan (Huberts, 

Kaptein dan Lasthuizen, 2007; McGurk, 2010). Seiring dengan perkembangan 

teknologi informasi yang semakin cepat dan perekonomian Indonesia yang kurang 

stabil akibat adanya korupsi yang merajalela, hal ini bisa saja menjadi sumber 

kendala bagi manajemen penyidikan tindak pidana korupsi (Sarver dan Miller, 

2013). Menurut Jones (2014) mengungkapkan bahwa pemimpin yang baik selau 

memotivasi bawahannya sehingga dapat berdampak positif terhadap pencapaian 

yang didapatkan dari pencapaian pekerjaan seseorang. Begitu juga dengan 

pencapaian kinerja anggota Polisi adalah hasil dari kepemimpinan yang efektif 

dalam Sub-Direktorat III Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Jawa Timur.  

Ketika Ketua Tim Penyidik mampu memimpin secara optimal, maka 

kinerja anggota penyidik dapat mencapai hasil yang optimal pula dan begitu juga 

sebaliknya. Kepemimpinan yang efektif harus memberikan pengarahan terhadap 
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segala pekerjaan semua anggota dalam mencapai tujuan organisasi (Chan dan 

Mak, 2014). Tanpa kepemimpinan, hubungan antara tujuan perseorangan dan 

tujuan organisasi mungkin tidak searah. Hal ini membawa konsekuensi bahwa 

setiap pemimpin berkewajiban untuk memberikan perhatian sungguh-sungguh 

dalam membina, menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi tim penyidik di 

lingkungannya agar dapat mewujudkan stabilitas organisasi dan peningkatan 

produktivitas yang berorientasi pada tujuan organisasi (Fox, 2014).  

Selain itu, untuk melihat kompetensi penyidik POLRI dapat dilihat dari 

sudut pandang teorinya Spencer dan Spencer yang telah dimodifikasi oleh 

Prawesto, Suryanto, dan Wardiyanto (2017) soft competency yang terdiri dari 3 

(tiga) kriteria: pertama, motif, kedua, fisik dan juga sifat atau karakteristik 

individu yang emosional (reaksi yang konsisten terhadap situasi dan informasi), 

dan ketiga, konsep diri sendiri.  Berdasarkan latar belakang permasalahan 

tersebut, peneliti ingin mengambil judul mengenai Pengembangan Soft 

Competence Penyidik Tipikor (Studi pada Sub-Direktorat Tindak Pidana Korupsi 

Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur)  

 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Adapun pertanyaan penelitian tentang Pengembangan Soft Competence 

Penyidik Tipikor adalah sebagai berikut: 

1. Soft competency apakah yang dimiliki oleh penyidik Tipikor pada Sub-

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa 

Timur ?   
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2. Soft competency apakah yang diperlukan oleh penyidik Tipikor pada Sub-

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa 

Timur ? 

3. Bagaimanakah pengembangan soft competency yang bisa diterapkan untuk 

Penyidik Tipikor pada Sub-Direktorat Tindak Pidana Korupsi 

Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian 

dirumuskan sebagai berikut: 

1.) Untuk menganalisis dan menginterpretasi soft competency apa saja yang 

selama ini dimiliki oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi pada Sub-

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa 

Timur. 

2.) Untuk menganalisis dan menginterpretasi soft competency apa saja yang 

diperlukan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi pada Sub-Direktorat 

Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur. 

3.) Untuk menganalisis dan menginterpretasi pengembangan soft competency 

yang bisa diterapkan untuk penyidik Tipikor pada Sub-Direktorat Tindak 

Pidana Korupsi Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1.)  Manfaat Teoritis  

Penelitian tentang pengembangan kompetensi penyidik POLRI 

pada sub-direktorat tindak pidana korupsi Direskrimsus Kepolisian Daerah 

Jawa Timur untuk wawasan pemahaman yang mendalam pada gap teoritis 

antara kompetensi penyidik yang saat ini diterapkan dengan 

pengembangan model kompetensi yang baru berupa soft competency. 

Selain itu, secara akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat 

mengelaborasi teori pengembangan model kompetensi penyidik POLRI 

pada sub-direktorat tindak pidana korupsi Direskrimsus Kepolisian Daerah 

Jawa Timur dalam perspektif soft competency dengan menggunakan teori 

Spencer dan Spencer (1993) tentang 13 Soft Skills Competencies dan Doe 

(2001) tentang 23 Indicators of Personal Soft Competency. 

Harapan yang lain adalah hasil penelitian ini juga dapat menjadi 

referensi bagi mereka yang bermaksud melakukan kajian lebih lanjut 

dengan fokus lain yang terkait dengan pengembangan soft competency 

penyidik kepolisian yang profesional. 

2.) Manfaat Praktis.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi input bagi Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dalam pengembangan kompetensi penyidik 

POLRI pada sub-direktorat tindak pidana korupsi Direskrimsus Kepolisian 

Daerah Jawa Timur dalam perspektif soft competency. Begitu juga bagi 
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instansi Kepolisian khususnya Polda Jawa Timur pada penyidik sub-

direktorat tindak pidana korupsi Direskrimsus dapat mengembangkan 

kompetensinya dengan maksimal agar sesuai dengan kebutuhan dan 

tuntutan organisasi.  

Selain itu, dapat digunakan sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan bagi pimpinan POLRI dalam pengambilan keputusan 

penerapan pengembangan kompetensi penyidiknya di seluruh wilayah 

kerjanya sebagai masukan bagian sumber daya manusia untuk 

pengembangan kompetensi penyidik sub-direktorat tindak pidana korupsi 

Direskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


